Menimbang :

Mengingat :

SALINAN

BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli daerah
perlu dilaksanakan kerjasama daerah dengan pihak lain
yang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan, keterbukaan,
saling menguntungkan dan kearifan lokal;

. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di

daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat, agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif
perlu dilakukan kerjasama daerah;

. bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki aset-aset

yang dapat didayagunakan dan dioptimalkan
pemanfaatannya melalui suatu kerjasama daerah guna
mendukung pembangunan daerah dan/atau untuk
meningkatkan pendapaatan asli daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

Dan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan

Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3882);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4012);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan kerjasama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang
kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam
Pengelolaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005
Tentang kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Dalam Pengelolaan Infrastruktur;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun
2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor
13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Menetapkan

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

:PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Jepara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

. Bupati adalah Bupati Jepara.

. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati, atau

antara Bupati dengan Bupati / Walikota yang lain, atau Bupati dengan Pihak
Ketiga, atau Bupati dengan Pihak Luar Negeri, atau Bupati dengan Kepala
Desa yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

. Pihak Ketiga adalah Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian

atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di
dalam negeri lainnya.

. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah

di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan
Organisasi / Lembaga Internasional lainnya, Organisasi / Lembaga Swadaya
Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara / Negara
Bagian / Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.

Aset Daerah adalah semua harta benda kekayaan milik Daerah baik barang
bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya yang merupakan
satuan tertentu dan dapat dinilai dengan uang.

Aset atau Modal Pihak Ketiga adalah kekayaan milik dan/ atau yang dikuasai
oleh Pihak Ketiga yang disertakan sebagai modal dalam suatu kerjasama
dengan Pemerintah Daerah baik berwujud materi, jasa atau barang bergerak
maupun tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang.

Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi
kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis
besar terhadap materi — materi yang akan dikerjasamakan.

Perjanjian kerjasama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama

yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah

pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam
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14.

15.
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17.

rangka melaksanakan kerjasama secara rinci dan mendetail sebagai wujud
pelaksanaan kesepakatan bersama atau MoU.

Tim Koordinasi kerjasama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah
tim yang dibentuk olek Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah
dalam menyiapkan kerjasama daerah.

Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat
pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi mandat atas wewenang dari

Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati
untuk menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan
Pemerintah Daerah untuk mengikatkan diri pada kerjasama daerah,
dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan
kerjasama Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya kerjasama daerah adalah :

a
b

. menggali dan mengembangkan potensi daerah;

. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

c. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan kerjasama daerah bertujuan :

a.
b.

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dan mensinergikan
potensi antar daerah dan / atau dengan pihak ketiga;

menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan
daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-
masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai
tahapan pembangunan;

memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan
teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan
pembangunan di luar APBD;



